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PUTUSAN
Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jumadi Bin Tumin, tempat dan tanggal lahir Pematang Mandi, 06 Juni
1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa
Ringin, (perumahan PT. Kat-Divisi lii), Rt. 011 Rw. 004,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu
sebagai Pemohon,
melawan
Sarifah Alias Saripah Binti Dahlian, tempat dan tanggal lahir Silobonto,
11 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Semula Bertempat Kediaman Di Desa
Ringin, (perumahan PT. Kat-Divisi lii), Rt. 011 Rw. 004,
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau. Sekarang Tidak Diketahui Lagi
Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2019

telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 149/Pdt.G/2019/PA.Rgt,

tanggal 01 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1997, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten Tanjung
Balai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : 226/07/111/1997, tertanggal 25 Februari 1997; 2. Bahwa
pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus
Perawan; 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman mengontrak rumah
di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara selama lebih kurang 3 (tiga) tahun,
kemudian pindah ke Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten
Indragiri Hulu, hingga pisah; 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon
dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
(ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang, masing-masing
bernama : - YUSNI SYAFRIANTI Binti JUMADI, Lahir tanggal 26-04-1999; -
DIAN SAPUTRA Bin JUMADI, Lahir tanggal 27-01-2001; - RARA JUWITA
Binti JUMADI, Lahir tanggal 16-04-2006; Ketiga anak tersebut saat ini ikut
bersama dengan Pemohon; 5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun
2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon yang disebabkan oleh :- Bahwa Termohon orang yang keras
kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; - Bahwa Termohon
sering keluar rumah dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri; -
Bahwa Termohon sering minta cerai kepada Pemohon akan tetapi Pemohon
selalu sabar; - Bahwa Termohon sekarang diketahui telah menikah sirri
dengan laki-laki lain; 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekiranya terjadi pada bulan
Juni 2018, saat mana Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa
Termohon ingin pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi,
usaha Pemohon untuk menahan Termohon pergi dari rumah sia-sia saja,
karena Termohon tetap bersikeras untuk pergi meninggalkan Pemohon dan
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anak-anaknya, dan Termohon juga tidak menyebutkan Termohon pergi
kemana dan sekarang sudah berjalan 2 (satu) tahun lamanya Termohon
meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa kabar hingga sampai saat
ini; 7. Bahwa 3 (tiga) bulan lamanya Pemohon menunggu Termohon yang
tidak tahu pergi kemana, Pemohon mencoba menelpon Termohon akan
tetapi nomor handphone milik Pemohon diblokir oleh Termohon. Bahkan
Pemohon sudah menemui juga keluarga Termohon untuk menyelesaikan
permasalahan keluarga mereka, dan keluarga Termohon justru angkat
tangan, dan menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon sebagai
kepala rumah tangga; 8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon
tidak pernah lagi berkomunikasi hingga sampai saat ini; 9. Bahwa akibat dari
prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup
lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah
sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang
sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2.
Memberi Izin kepada Pemohon JUMADI bin TUMIN, untuk menjatuhkan
Talak Satu Raja€™i terhadap Termohon SARIFAH Alias SARIPAH binti
DAHLIAN di depan sidang Pengadilan Agama Rengat; 3. Membebankan
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang
berlaku;

SUBSIDAIR:Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et

Bono);
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal
#tanggal_laporan_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

L BaANWA .t :
2. BaNWA .ot :
B, BaANWA o dst;
Dalam Pokok Perkara

L. BaNWA . :
2. BaNWaA .o :

B, BaANWA o dst;
Dalam Rekonvensi

L. BaNWAL oo ;
2. BaANWa .. ;
3L BANWA L.t dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ..................c...... agar menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

3 IR G U SE :
SN, S . dst;
Dalam Pokok Perkara

) TR (1 T :
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2 e e et e e e ;
SO ;
B e e e e e e eas dst;
Dalam Rekonvensi

L e e et e ;
2. e I e e e e e rreeereseesnnenenee R ;
T (T TP TP UPONPEPIUIRURTRRPTTURRIOR WO ;
O N PP RRRR PR dst;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan

replik yang pada pokoknya sebagai berikut: ...,
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan

duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: ...........ccoooiiiiiiiii i,

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor
149/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal #tanggal putusan_sela# yang amarnya pada
pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:
A. Surat:

B. Saksi:
Sugini Binti Sumardi umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat kediaman di RT 11 RW 04 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa................ccoociiiiiiiiinennn.
Widiatun Binti Ahmadi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di RT.011 RW.004 Desa Ringin, Kec. Batang Gansal,
Kab. Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut: bahwa...........ccocociiiiiii,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon telah mengajukan bukti berupa:
A. Surat:
#alat_bukti_pihak2_agama#
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B. Saksi:
#tanya_jawab_putusan_pihak2_agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
(discente) pada hari ......... tanggal ................ yang pada pokoknya sebagai
DEIKUL: e

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan
putusan sela Nomor ................ , tanggal .............. , yang pada pokoknya
menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator , namun berdasarkan laporan mediator tanggal
#tanggal_laporan_mediator# mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian,
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
dalil permohonan angka ....... prreeees , sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah
terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka ....... yerrrees , dan
....... , oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi
dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang
menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

i TP AT e PPN

2 e e e e e e e e e e e e e dst.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon

Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal
#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi

............. yang dikeluarkan oleh ........... tidak bermeterai, sehingga bukti

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ........................... Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan
saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
LTS g T o= P , adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai
..................................................................................... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya,
Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi
(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, tidak
cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ............... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga
keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus
testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg juncto Pasal 1905 BW;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti

P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai

berikut:

Lo L B ;
Y P . U/ O TP PP PPRPRPRPI ;
B e L e R ;
A s ;
T W YR PTPRPTURTRSTTTOPIOTRIURTPRTRITPORY (T IO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

T TTT  SE WE  Ts ;
2 T ... YU T ;
T T T ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
......... dan Pasal 116 huruf ........ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... yang
memberikan kaidah NUKUM ...

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .......coceveeeeeennnns
2. AlHadis .....cccocevevnennn. dan
3. Kaidah fikih ...............o ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Rengat, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak,
setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........ Kabupaten/Kota.......
serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........
Kabupaten/Kota.......... ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka
............................ sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-
dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui

secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

Rekonvensi angka .......... dan ....... Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
wajib membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ..... tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ...... ,

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta ....
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh .............. bermeterai cukup, di-nazegelen,
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dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .............. , bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalii Penggugat
Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan
harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal
.......................... , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi,
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... , adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,
sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup dan tidak
sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil,
oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat
Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai
dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka ......... , adalah fakta yang tidak dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat
(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian
keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi
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tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut
merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti
saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan
seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi,
bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil
pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:

1 P TPRTD N ;
PP TTITPTIPITIR Vo W TP ;
Y .. YO T ;
Qe e e e e e e e e ;
5 T T . T ;
B e e e e ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

L ;
2 ;
B MR LD ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal

......... Undang-Undang Nomor ............ juncto Pasal ................. Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... tanggal............ !

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-quran ..........cccooeeennn.
2. AlHadis .......ccvevevnnnen. dan
3. Kaidah fikih ........................ yang diambil sebagai pendapat majelis

1 Jika merujuk yurisprudensi
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Jumadi bin Tumin) untuk menjatuhkan

talak satu raja€™I terhadap Termohon (Sarifah alias Saripah binti

Dahlian) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah))

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Zulgaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Dra. Mirdiah
Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Elpitria, S.H.l.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/kuasanya;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H Dra. Murawati, M.A
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H
Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I.,M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp40.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp350.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp451.000,00

( empat ratus lima
puluh  satu ribu
rupiah)
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